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Jakarta, MIMBAR - Pengacara 
Razman Nasution tiba-tiba meny-
ambangi gedung DPR RI, Senayan, 
Jakarta, hari ini. Razman mengaku 
hendak 'mengadu' ke Komisi III 
DPR meski belum bersurat dan 
membuat janji.

Pantauan wartawan, Senin 
(10/2), Razman terlihat di gedung 
Nusantara II DPR pukul 15.30 
WIB. Razman mengenakan baju 
toga advokat.

Terlihat sejumlah personel 
pengamanan dalam (pamdal) DPR 
di sekitar Razman. Razman kemu-
dian menuju ruang Komisi III DPR.

Tak lama kemudian, ia diarahkan 
pamdal untuk bersurat lebih dulu ke 
Kesetjenan DPR. Razman kemu-
dian ke gedung Setjen DPR bagian 
persuratan.

Razman menjelaskan maksud di-
rinya mendatangi Komisi III DPR. 
Dia hendak menyampaikan aspirasi 
terkait hakim yang diketahui bermi-
tra kerja dengan Komisi III DPR.

"Jadi di sini kami akan ke 
Komisi III untuk melaporkan hakim 
penegak hukum yang lain karena 
mereka bermitra meskipun lembaga 
yudikatif," kata Razman.

Razman mengaku belum mem-
buat janji dengan Komisi III DPR. 
Dia mengatakan akan mengadukan 
profesionalitas hakim.

"Kami langsung datang, 
tidak ada janjian, sama dengan 
ke KY tidak ada janjian, sama 
ke Mahkamah Agung tidak ada 
janjian. Kita akan datang, karena 
perilaku hakim yang sangat sangat 
otoriter mulai dari sidang pertama 
sampai sidang keempat saya me-
nahan diri dengan teman-teman," 
kata dia.

"Bayangkan yang dipersoalkan, 
yang didakwakan kepada saya ada-
lah dugaan pencemaran nama baik, 
UU ITE, terbuka untuk umum, tiga 
sidang itu terbuka, live, tiba-tiba 
pemeriksaan Hotman dibuat tertu-
tup, ada apa? Ini yang kita protes," 
lanjutnya.

Diketahui, sempat terjadi kericu-
han melibatkan Razman Nasution 
dengan Hotman Paris terjadi di 
ruang sidang beberapa waktu lalu. 
Saat kericuhan berlangsung, salah 
satu pengacara Razman tertangkap 
kamera berdiri di atas meja sidang.

Momen itu juga tengah viral di 
media sosial sebagaimana diunggah 

di Instagram milik Hotman Paris 
seperti dilihat, Jumat (7/2). Kericu-
han awalnya dipicu saat Razman 
menghampiri Hotman yang sedang 
duduk di kursi saksi. Beberapa tim 
pengacara Hotman lalu masuk ke 
ruang sidang untuk mengamankan 
Hotman dan membawa pengacara 
tersebut pergi meninggalkan ruang 
sidang.

Saat Hotman telah dibawa 
keluar, kericuhan di dalam ruang 
sidang masih berlangsung. Adu 
mulut melibatkan tim pengacara 
Hotman dan tim pengacara Raz-
man. Di momen panas itu, salah 
seorang pengacara Razman 
tiba-tiba berdiri ke atas meja dan 
terlibat konfrontasi dengan tim 
Hotman.(det/js)

penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran 
dari Kementerian / Lembaga karena akan ada rekon-
struksi anggaran dari pemerintah, maka bersama ini 
diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan 
Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisien-
si anggaran mitra kerja," dikutip dari surat tersebut

Dalam suratnya, Dasco meminta Komisi yang 
telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran ber-
sama mitra kerja, untuk melaksanakan rapat kembali 
setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi 
terbaru.

Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo mem-
benarkan pihaknya sudah mendapat surat edaran 
tersebut.

"Sudah," kata Andreas.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono men-
gatakan, pihaknya juga sudah menerima surat tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo secara resmi 
mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran 
pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas 
sebesar Rp306,69 triliun.

Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk efisiensi 
sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) 
Rp50,59 triliun.(cnni/js)

Kabar penggeledahan oleh jajaran Jaksa 
Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus itu 
juga telah dibenarkan oleh Kepala Pusat Pen-

erangan Hukum Kejagung Harli Siregar.
“Benar, infonya seperti itu,” ujarnya, dilansir 

dari CNNIndonesia.com.
Kendati demikian, Harli tidak menjelaskan 

lebih lanjut ihwal tujuan penggeledahan serta 
kasus yang terkait dengan aksi penggeledahan 

tersebut.
Ia hanya mengatakan saat ini penggeledahan 

masih dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung 
Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

“Sekarang (penggeledahan) sedang berlang-
sung,” ujarnya.(cnni/js)

rupsi terkait kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas 
Negara (PGN) dan PT IAE.

"Pokoknya saya diminta saksi, saya diminta untuk konfirmasi 
sebagai saksi mengenai dirutnya ini, program PGN diakuisisi sama 
Pertamina. Betul enggak bahwa program itu adalah program pemer-
intah. Betul program pemerintah untuk PGN diakuisisi," kata Rini 
di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/2) petang.

Ia mengaku tidak mengetahui mengenai kontrak kerja sama 
sama jual beli gas antara PGN dengan IAE. Penyidik, tutur dia, 
mendalami perihal transaksi yang dilakukan oleh Danny Praditya 
sewaktu menjabat Direktur Komersial PT PGN.

"Oh enggak lah, itu kan transaksi yang saya rasa saya tadi juga 
tanya, loh ini transaksi sebetulnya transaksi direktur biasa-biasanya 
enggak sampai dirut, biasanya enggak sampai dirut, tapi saya eng-
gak tahu saya bilang gitu," ucap dia.

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK sudah menggeledah 
sejumlah lokasi. Yakni Kantor Pusat PT IAE di Jakarta; Kantor 
Pusat PT Isargas di Jakarta; Kantor Pusat PT PGN di Jakarta; Ru-
mah pribadi tersangka DP di Tangerang Selatan dan Pasar Minggu, 
Jakarta Selatan; Rumah pribadi tersangka II di Kota Bekasi; dan 
Kantor Cabang PT IAE di Gresik, Jawa Timur.

KPK juga telah mencegah dua orang untuk bepergian ke luar 
negeri selama enam bulan. Keduanya atas nama Danny Praditya 
(Direktur Komersial PT PGN) dan Iswan Ibrahim (Direktur Utama 
PT Isargas).

Perkara yang sedang diusut ini menindaklanjuti hasil audit den-
gan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK).(cnni/js)

Kongres ke-XVIII Muslimat NU di Jatim 
Expo, Surabaya, Senin (10/2).

Prabowo ingin efisiensi anggaran dapat mem-
perbaiki semua sekolah yang jumlahnya kurang 
lebih 330.000. Namun, anggaran untuk perbaikan 
sekolah selama ini hanya cukup untuk memper-
baiki 20.000 sekolah.

"Karena itu perjalanan dinas perjalanan ke luar 
negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, 
tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. 
Bandel, ndablek. Nggak usah ke luar negeri, 5 
tahun nggak usah ke luar negeri kalau perlu," ujar 
Prabowo.

"Yang perlu keluar negeri yang tugas. Tugas ke 
luar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas 
nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari 
untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai 
uang sendiri," sambungnya.

Ketum Gerindra itu kemudian menyinggung 
dirinya sendiri yang kerap ke luar negeri. Prabowo 
beralasan pergi ke luar negeri sebagai kepala 
negara atas undangan yang diterima.

"Loh Presiden Prabowo sering ke luar negeri? 
Saya diundang sebagai kepala Indonesia, kepala 
negara, dalam konferensi-konferensi penting, oleh 
negara-negara yang penting dan saya mewakili 
bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa," 
ucapnya.

Menurut Prabowo, seminar, kajian, hingga 
forum group discussion (FGD), sudah cukup 
dilakukan selama ini. Prabowo mengutamakan 
pengentasan kemiskinan, membantu rakyat yang 
lapar cari makan, sekolah rusak diperbaiki, hingga 
jalan yang rusak diperbaiki.

"Diskusi, diskusi, studi banding studi banding 
mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan 
studi bandingnya ke Australia, Australia salah 
satu 10 negara terkaya di dunia kok belajar ke 
Australia? Studi banding belajar Pramuka. Ada 
apa belajar Pramuka? Grundel habis itu lobi-lobi 
wartawan, LSM, suruh nyerang, nggak apa-
apa, saya lebih takut emak-emak daripada takut 
mereka-mereka itu," imbuhnya.(det/js)

setempat kepada wartawan di dalam pesawat 
Air Force One dalam perjalanannya ke New 
Orleans untuk menghadiri kejuaraan National 
Football League Super Bowl.

"Tidak ada yang bisa ditempati kembali. Tem-
pat itu adalah lokasi kehancuran. Sisanya akan 
dihancurkan. Semuanya hancur," katanya.

Trump juga mengatakan bahwa ia terbuka 
terhadap kemungkinan mengizinkan beberapa 
pengungsi Palestina masuk ke Amerika Serikat, 
tetapi akan mempertimbangkan permintaan terse-

but berdasarkan kasus per kasus.
"Saya pikir itu jarak yang sangat jauh untuk 

mereka tempuh, tapi saya harus memeriksa kasus 
per kasus. Tapi saya pikir mereka akan sangat 
senang tinggal di daerah sekitar dengan tempat 
yang aman, di mana mereka bisa hidup dengan 
aman dan memiliki kehidupan yang baik," tutur 
Trump.

Ezzat El Rashq, anggota biro politik Hamas, 
mengecam pernyataan terbaru Trump tentang 
pembelian dan kepemilikan Gaza, kata kelompok 
itu dalam sebuah pernyataan.

"Gaza bukanlah properti yang bisa dijual dan 
dibeli. Itu adalah bagian integral dari tanah Pal-

estina kami yang diduduki, dan warga Palestina 
akan menggagalkan rencana pemindahan itu," 
ujar Rashq menambahkan.

Trump sebelumnya telah berbicara tentang 
pemindahan permanen warga Palestina yang ting-
gal di Gaza dan akan menciptakan "Riviera Timur 
Tengah."

 Trump minggu lalu melontarkan gagasan 
Amerika Serikat untuk mengambil alih Gaza 
dan terlibat dalam upaya pembangunan kembali 
besar-besaran. Pengumuman Trump langsung 
menuai teguran keras dari beberapa negara.

Termasuk Arab Saudi yang dengan dengan 
tegas menolak rencana Trump untuk Gaza.(det/js)

di gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta 
Selatan. Namun, Tessa belum merinci hal apa yang didalami dalam 
pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

"Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK Merah Putih," ucapnya.
Berikut ini nama-nama saksi kasus dugaan korupsi dana CSR BI 

yang diperiksa KPK:
1. Tri Subandoro, Analis Implementasi PSBI Bank Indonesia
2. Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indo-

nesia Tahun 2021 s.d. 2024
3. Indarto Budiwitono, Kepala Departemen Pengendalian Kuali-

tas dan Pengembangan Pengawasan Perbankan
4. Enrico Hariantoro, Kepala Departemen Sekretariat Dewan 

Komisioner dan Hubungan Kelembagaan OJK (Oktober 2022 s.d. 
Februari 2024)

5. Fatimatuzzahroh, Bendahara Yayasan Abhinaya Dua Lima
Dalam penyidikan kasus ini, tim penyidik KPK telah mengge-

ledah rumah anggota DPR Heri Gunawan (HG) pada Kamis (5/2). 
KPK menyita dokumen dan barang bukti elektronik seusai pengge-
ledahan.

"Bahwa kemarin penyidik KPK melakukan kegiatan penggele-
dahan. Kemarin itu tanggal 5 Februari 2025, terkait perkara tindak 
pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji atau gratifikasi terha-
dap anggota DPR RI Komisi XI periode 2019 sampai 2024," kata 
jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/2).

Tessa mengatakan rumah yang digeledah berada di kawasan 
Ciputat Timur, Kota Tangsel. Kegiatan berlangsung sejak Rabu 
malam (5/2) hingga Kamis (6/2) dini hari.

"Kegiatan ini dilaksanakan di rumah di daerah Ciputat Timur, 
Kota Tangsel, milik Saudara HG," kata dia.

"Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik memperoleh 
dokumen dan barang bukti elektronik yang kemudian dilakukan 
penyitaan oleh penyidik," tambahnya.(det/js)

Prabowo : Bersihkan Dirimu 
menegaskan komitmennya untuk membangun pemer-

intahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Beliau 
mengajak seluruh jajaran kabinet dan aparatur pemerintah 
untuk berani mengoreksi diri demi kepentingan rakyat. 
Presiden Prabowo juga memberikan peringatan tegas 
kepada pejabat negara dan aparatur pemerintah yang 
tidak mengikuti kebijakan pro-rakyat, menyatakan bahwa 
mereka yang tidak patuh akan ditindak. Beliau menekan-
kan pentingnya kesetiaan aparatur negara kepada bangsa, 
negara, dan rakyat Indonesia. 

Secara keseluruhan, pernyataan ini menegaskan komit-
men Presiden Prabowo untuk mewujudkan pemerintahan 
yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentin-
gan rakyat, serta memberikan peringatan tegas kepada 
aparatur negara untuk menjaga integritas dan loyalitas 
mereka.

Dalam perspektif teori komunikasi politik, pernyataan 
Presiden Prabowo “bersihkan dirimu sebelum kau diber-
sihkan” bisa dianalisis dari beberapa sudut pandang: Teori 
Agenda-Setting menyatakan bahwa pemimpin politik 
dapat menentukan isu yang menjadi perhatian publik. 
Dengan pernyataan ini, Prabowo menyoroti pentingnya 
pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi sebagai 
prioritas pemerintahannya. 

Hal ini bisa dilihat sebagai strategi untuk menunjukkan 
komitmen terhadap pemerintahan bersih. mempengaruhi 
opini publik agar mendukung reformasi birokrasi, me-
nekan aparat agar lebih berhati-hati dalam menjalankan 
tugasn

Dalam teori Framing  menjelaskan bagaimana pem-
impin politik membingkai suatu isu agar sesuai dengan 
pesan yang ingin disampaikan. Prabowo menggunakan 
kalimat tegas dan bernuansa peringatan untuk memban-
gun citra sebagai pemimpin yang tegas, reformis, dan 
anti-korupsi. Framing ini dapat memperkuat persepsi 
bahwa pemerintahan Prabowo serius dalam penegakan 
hukum.Namun, bisa juga menimbulkan pertanyaan di 
kalangan oposisi atau kelompok tertentu: siapa yang akan 
menentukan standar “bersih” itu?

Dalam teori retorika Aristoteles,   Ethos (kredibilitas):.
Prabowo ingin membangun citra sebagai pemimpin yang 
kuat dan berintegritas. Pathos (emosi).  Kalimatnya berisi 
peringatan keras, membangkitkan rasa takut bagi aparat 
yang tidak bersih.Logos (logika): Pesannya mengandung 
logika bahwa siapa pun yang tidak melakukan perubahan 
akan menghadapi konsekuensi hukum.

Jika pesan ini diterima secara luas dan media men-
dukungnya, bisa terjadi efek spiral keheningan  di mana 
para aparat atau pihak yang merasa terancam lebih 
memilih diam dan mengikuti arus. Namun, jika muncul 
perlawanan dari kelompok tertentu, bisa timbul narasi 
tandingan.

Dalam komunikasi politik, pernyataan seperti ini bisa 
menjadi strategi membangun citra kepemimpinan kuat, 
menekan birokrasi agar lebih disiplin, serta memben-
tuk agenda publik. Namun, keberhasilannya tergantung 
pada bagaimana kebijakan ini diterapkan dan bagaimana 
masyarakat serta media menanggapinya.

Razman Nasution 'Ngadu' ke DPRRazman Nasution 'Ngadu' ke DPR

banyak, bahkan hampir setengahnya. Sial, 
pemotongan itu menyasar sederet kegiatan 
penunjang mitigasi bencana.

"Ditunda sampai waktu yang belum diten-
tukan, seperti kegiatan sosialisasi atau sekolah 
lapangan yang ditujukan langsung untuk para 
stakeholder dan masyarakat tidak dapat dilak-
sanakan," curhat PNS yang enggan disebutkan 
namanya ini, seperti dicatut dari CNNIndone-
sia.com, Senin (10/2).

Para abdi negara yang bekerja di Kantor 
Unit Pelaksana Tugas ikut terdampak, meski 
efeknya tak sebesar kantor pusat. Ia mencon-
tohkan kini semua perangkat elektronik yang 
boleh dinyalakan hanya untuk kegiatan opera-
sional monitoring dan pengamatan.

Di lain sisi, pekan ini BMKG mulai men-
coba skema kerja dari jarak jauh. Ia mengaku 
sudah mendapat arahan work from anywhere 
(WFA) pada Kamis dan Jumat di setiap pekan-
nya.

"Tetapi untuk ini (WFA) tidak berlaku bagi 
pegawai operasional yang jam kerja shift ber-
gantian dalam 24 jam dalam 7 hari," tegasnya.

Sedangkan dirinya belum mendapatkan 
info resmi terkait isu penghapusan gaji ke-13 
dan 14 tahun ini. Dirinya berharap jangan 
sampai ada pemotongan menyasar hak berupa 
tunjangan hari raya (THR) tersebut.

Dampak buruk juga dirasakan ASN kemen-
terian/lembaga (K/L) lain yang berkantor di 
Jakarta. Salah seorang abdi negara berstatus 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK) menyebut efeknya kena sampai ke 
pelayanan publik.

Ia menyoroti bagaimana salah satu pos ang-

garan yang dipangkas adalah perjalanan dinas. 
Menurutnya, ini berdampak langsung pada 
pelayanan publik K/L-nya.

"Efisiensi ini menyebabkan hambatan 
dalam pelaksanaan berbagai program, bah-
kan beberapa layanan berpotensi tidak dapat 
dijalankan tahun ini. Salah satu program 
yang terancam adalah layanan psikososial 
dan kompensasi korban terorisme tidak dapat 
dilaksanakan akibat ketiadaan anggaran," 
jelasnya.

Efisiensi besar-besaran ini juga membuat 
ASN was-was terhadap pemotongan gaji ke-
13 dan THR. Ia merasa ancaman ini sangat 
mungkin terjadi mengingat penghematan ang-
garan di 2025 menjadi prioritas pemerintah.

Kalau pun tidak dihapus, ia mengkhawat-
irkan pemberian hak tersebut akan ditunda. 
ASN itu mencontohkan bagaimana kasus ini 
pernah terjadi pada masa pandemi covid-19, di 
mana gaji ke-13 dipangkas dan hanya diberi-
kan kepada golongan tertentu.

"Situasi serupa bisa saja terulang sehingga 
menimbulkan ketidakpastian bagi para pega-
wai negeri," bebernya.

Untuk kerja sehari-hari, ia mengatakan 
operasional kantornya pun terkendala. Dirinya 
mengaku sekarang hanya satu lift di kantor 
yang berfungsi, bahkan lampu toilet gelap 
gulita.

Dinginnya AC tak terasa lagi. Seluruh 
pencahayaan serta pendingin ruangan otomatis 
dimatikan setiap pukul 17.30 WIB.

"Bahkan, lampu di lorong pun turut 
dipadamkan sehingga hanya lampu di ruang 
kerja yang tetap menyala. Selain itu, anggaran 
pencetakan dokumen juga mengalami peman-
gkasan sehingga penggunaan kertas untuk 

mencetak menjadi sangat terbatas," tuturnya.
"Dalam setiap rapat tidak lagi disediakan 

konsumsi, termasuk dalam sidang pimpinan," 
ungkap sang abdi negara.

Ia juga menaruh perhatian khusus pada 
posisi-posisi pegawai tertentu. Khususnya 
untuk tenaga bantuan yang berstatus honorer.

Padahal, pegawai honorer dirasa san-
gat membantu kerja ASN yang jumlahnya 
terbatas. Ia mengaku beban kerjanya bakal 
semakin meningkat jika efisiensi anggaran 
membuat tenaga honorer diputus kerja.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan 
penghematan belanja APBN 2025 sebesar 
Rp306,69 triliun dengan memangkas sejumlah 
pengeluaran belanja di kementerian/lembaga 
(K/L) hingga dana transfer buat pemda.

 Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden 
(Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisien-
si Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan 
APBD 2025, yang diteken Prabowo pada 22 
Januari 2025. Ada dua sumber utama peman-
gkasan tersebut.

Pertama, penghematan dari anggaran 
belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai 
Rp256,1 triliun. Kedua, Prabowo memotong 
alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar 
Rp50,59 triliun.

"Presiden (Prabowo) menyampaikan dalam 
instruksi untuk melakukan fokus anggaran 
agar makin efisien dan penggunaan angga-
ran akan ditujukan kepada langkah-langkah 
yang memang dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat langsung, seperti Makan Bergizi 
Gratis," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani 
dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala 
KSSK I 2025 di Kementerian Keuangan, 
Jakarta, Jumat (24/1) lalu.(cnni/js)e


